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a.

b.

1.

2.

3.

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

        NOMOR 35 TAHUN 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

 

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan 

Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepulauan Talaud tentang I

Kabupaten Kepulauan Talaud 

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dar

Kolusi dan Nepotisme 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

2. Undang–Undang Nomor 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Ta

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4183);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4421);

BUPATI KEPULAUAN TALAUD 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

BUPATI KEPULAUAN TALAUD 

TAHUN 2021 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  

TEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2020 – 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, 

bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi 

Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan 

Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Indikator Kinerja Utama 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025; 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

hun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3051); 

ndang Nomor 8 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

or 21, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4183); 

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4421); 

bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum 

dilingkungan Instansi 

Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

Bupati 

ndikator Kinerja Utama 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

i Korupsi, 

(Lembaran Negara Republik 

ran 

8 Tahun 2002 tentang 

laud di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

or 21, Tambahan Lembaran Negara 

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024;  

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 

dilingkungan Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan 

Indikator Utama; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2005-

2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Talaud; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2020-2025; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

 

 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KEPULAUAN  

TALAUD TAHUN 2020-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.                

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten 

Kepulauan Talaud.  

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU 

adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sasaran strategis organisasi.  

6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.  

7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis pada Perangkat 

Daerah.  

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Kepulauan Talaud.  

9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai 

penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi yang 

megindikasikan tingkat keberhasilan kegagalan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 

ditetapkan.  

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 

nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih 

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek 

dari tujuan. 

 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

 Tujuan Penetapan IKU adalah: 

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja 

secara baik dan ;  

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian 

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang 

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja.     

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :  

a. IKU Pemerintah Daerah dan; 

b. IKU OPD  



(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 4 

(1) Setiap OPD wajib menyusun IKU OPD  

(2) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b,  

tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang akan 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 

 

BAB III 

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Pasal 5 

 IKU Wajib digunakan sebagai dasar untuk :  

a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;  

b. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja; 

c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan;  

d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja. 

 

BAB IV 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Pasal 6 

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu kepada 

RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025; 

(2) Penerapan IKU OPD mengacu kepada IKU Pemerintah 

Daerah dan Renstra OPD Tahun 2020-2025  

(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi 

indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) 

dengan ketentuan sebagai berikut :  

a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat 

indikator hasil (outcome); dan  

b. IKU OPD paling kurang memuat indikator keluaran 

(output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas. 

(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan 

beberapa hal yaitu:  

 



a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan 

akuntabilitas kinerja;  

b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan 

c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan 

ilmu pengetahuan.  

 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 7 

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Unit Kerja yang 

membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.  

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

dilakukan oleh Inspektorat.  

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.  

 

PARAF HIERARKI                   Ditetapkan di Melonguane  

                  pada tanggal 30 Agustus  2021 

                 BUPATI KEPULAUAN TALAUD 

 

 

                 ELLY ENGELBERT LASUT 

Wakil Bupati   

Sekretaris Daerah  

Asisten Administrasi 

Umum 
 

Kepala Bagian Hukum  

Kepala Bagian Organisasi  

Kasubag Kinerja dan RB  



LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD  

NOMOR 35 TAHUN 2021 

TANGGAL 30 AGUSTUS 2021 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  TAHUN 2020-2025 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

TAHUN 2020-2025 

 

 

MISI I : MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN  TALAUD YANG BERSIH  

TUJUAN  INDIKATOR TUJUAN  SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 
SASARAN 

STRATEGIS 
KETERANGAN  PENANGGUNG JAWAB 

TERWUJUDNYA TATA 
KELOLAH  PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KEPULAUAN 
TALAUD YANG BAIK, 
BERSIH, EFEKTIF DAN 
EFISIEN  

INDEKS REFORMASI 
BIROKRASI 

MENINGKATKAN KUALTAS 
AKUNTABILITAS KINERJA 
DAN KEUANGAN DAERAH  

NILAI SAKIP  PERHITUNGAN SESUAI DENGAN 
SURVEY OLEH KEMENTERIAN PAN 
& RB 

SEKREARIAT DAERAH 

INSPEKTORAT  

  
SEMUA  PERANGKAT 
DAERAH 

  

NILAI LPPD PERHITUNGAN SESUAI DENGAN 
HASIL EVALUASI KEMENTERIAN 
DALAM NEGERI 

SEKREARIAT DAERAH 

    INSPEKTORAT  

    
SEMUA  PERANGKAT 
DAERAH 

    
OPINI BPK PERHITUNGAN SESUAI DENGAN 

HASIL EVALUASI KEMENTERIAN 
PAN & RB 

SEMUA  PERANGKAT 
DAERAH 

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISI II : MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG ELOK 

TUJUAN  INDIKATOR TUJUAN  SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 
SASARAN 

STRATEGIS 
KETERANGAN  PENANGGUNG JAWAB 

TERWUJUDNYA TATA 
KELOLAH  PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KEPULAUAN 
TALAUD YANG BAIK, 
BERSIH, EFEKTIF DAN 
EFISIEN  

INDEKS REFORMASI 
BIROKRASI  

TERCIPTANYA  KEPUASAN 
MASYARAKAT ATAS 
PELAYANAN PUBLIK 
PEMERINTAH MELALUI 
IMPLEMENTASI SISTEM 
PEMERINTAHAN BERBASIS 
ELEKTRONIK 

INDEKS SPBE PERHITUNGAN SESUAI DENGAN 
HASIL EVALUASI KEMENTERIAN 
PAN & RB 

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

  
INDEKS 
PELAYANAN 
PUBLIK 

PERHITUNGAN SESUAI HASIL 
SURVEY DAN PENILAIAN 
KEMENTERIAN PAN & RB 

SEMUA PERANGKAT DAERAH 
PELAYANAN PUBLIK 

TERCIPTANNYA APARATUR 
SIPIL NEGARA KABUPATEN 
KEPULAUAN TALAUD  YANG 
PROFESIONAL  

INDEKS 
PROFESIONAL 
ASN 

PERHITUNGAN SESUAI HASIL 
SURVEY DAN PENILAIAN 
KEMENTERIAN PAN & RB 

BKPSDM 

  

  

 
MISI III : MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  YANG RAMAH  

TUJUAN  INDIKATOR TUJUAN  SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 
SASARAN 

STRATEGIS 
KETERANGAN  PENANGGUNG JAWAB 

TERWUJUDNYA TALAUD 
SEBAGAI DAERAH YANG 
DIBERKATI MELALUI  
HIDUP RUKUN DAN DAMAI  

INDEKS KUB TERCIPTANYA TOLERANSI 
ANTAR UMAT BERAGAMA 

INDEKS KUB PERHITUNGAN SESUAI STANDAR 
DAN SURVEY OLEH KEMENTERIAN 
AGAMA 

SEKRETARIAT DAERAH 
BAGIAN KESRA 

  

    

  TERWUJUDNYA 
KABUPATEN KEPULAUAN 
TALAUD YANG 
MENJUNJUNG TINGGI 
NILAI-NILAI BUDAYA 
DALAM SEMANGAT 
SANSIOTE SAMPATE PATE  
KEBERSAMAAN  SEBAGAI 
SATU KESATUAN 

 INDEKS 
PEMBANGUNAN 
KEBUDAYAAN  

PERHITUNGAN SESUAI STANDAR 
DAN SURVEY OLEH KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN 

DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN      

      

          

          

          

          

 

 



 

MISI IV : MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG BERLANDASKAN KASIH  

TUJUAN  INDIKATOR TUJUAN  SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 
SASARAN 

STRATEGIS 
KETERANGAN  PENANGGUNG JAWAB 

MENINGKATKAN KUALITAS 
SUMBER DAYA MANUSIA 
YANG BERDAYA SAING 

INDEKS PEMBANGUNAN 
MANUSIA 

MENINGKATNYA  
DERAJAT PENDIDIKAN  INDEKS PENDIDIKAN  

PERHITUNGAN SESUAI 
STANDAR DAN SURVEY OLEH 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 
DAN OLAHRAGA 

  

    

    MENURUNNYA ANGKA 
PENGANGGURAN 

PERSENTASE 
PENURUNAN ANGKA 
PENGANGGURAN 
TERBUKA  

JUMLAH PENGANGGURAN 
TERBUKA TAHUN (N) 
DIKURANGI JUMLAH 
PENGANGGURAN TERBUKA 
TAHUN (N-1) DI BAGI JUMLAH 
PENGANGGURAN TERBUKA 
TAHUN (N-1) DI KALI SERATUS 
PERSEN 

DINAS KETENAGAKERJAAN, 
KOPERASI DAN UMKM     

        

          

          

    
MENURUNYA  ANGKA  
KEMISKINAN 

PERSENTASE 
PENURUNAN ANGKA 
KEMISKINAN 

JUMLAH PENDUDUK MISKIN 
TAHUN (N) DI KURANGI 
JUMLAH PENDUDUK MISKIN 
TAHUN (N-1) DI BAGI JUMLAH 
PENDUDUK MISKIN TAHUN (N-
1) DI KALI SERATUS PERSEN 

DINAS SOSIAL 

      

        

          

    
MENINGKATKAN 
DERAJAT KESEHATAN  
MASYARAKAT 

ANGKA HARAPAN 
HIDUP 

SESUAI STANDAR NASIONAL 
YANG BERLAKU DINAS KESEHATAN  

      

    MENINGKATNYA 
KESETARAAN GENDER 

INDEKS 
PEMBANGUNAN 
GENDER 

PERHITUNGAN SESUAI 
STANDAR NASIONAL YANG 
BERLAKU 

DP3APMD 

      
 
 
MISI V : MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG AMAN 

TUJUAN  INDIKATOR TUJUAN  SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 
SASARAN 

STRATEGIS 
KETERANGAN  PENANGGUNG JAWAB 

MENINGKATNYA KUALITAS 
INFRASTRUKTUR 

INDEKS INFRASTRUKTUR 
TERCIPTANYA 
INFRASTRUKTUR YANG 
MAMPU MEMBUKA 
KONEKTIVITAS ANTAR 
WILAYAH DAN 
MEMENUHI 

INDEKS 
KONEKTIVITAS  

PERHITUNGAN SESUAI STANDAR 
KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN RUANG 

DINAS PUTR 

      

        

        



    
KEBUTUHAN 
PELAYANAN DASAR 
MASYARAKAT 

INDEKS 
INFRASTRUKTUR 

PERHITUNGAN SESUAI STANDAR 
KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM DAN PENATAAN RUANG 

DINAS PUTR 

        

          

TERWUJUDNYA KEAMANAN 
DAN KETERTIBAN 
MASYARAKAT SERTA 
PENCEGAHAN DAN 
MITIGASI ADAPTASI 
PERUBAHAN IKLIM  

PRSENTASE PENURUNAN 
GANGGUAN KEAMANAN DAN 
KETERTIBAN  

MENINGKATKAN 
KEAMANAN DAN 
KETERTIBAN 
MASYARAKAT  

PROSENTASE 
PENURUNAN 
GANGGUAN 
KEAMANAN DAN 
KETERTIBAN  

JUMLAH DAERAH YG RAWAN 
KEAMANAN DAN KETERTIBAN 
DIBAGI JUMLAH DAERAH YANG 
AMAN DAN TERTIB DI KALI 
SERATUS   

BADAN KESBANG  POL 

  

SATPOL PP 

        

        

  
MENINGKATKAN 
MITIGASI DAN 
PENGENDALIAN 
BENCANA SECARA 
TERPADU 

INDEKS RESIKO 
BENCANA 

PERHITUNGAN SESUAI SURVEY 
DAN EVALUASI DARI BADAN 
NASIONAL PENANGGULANGAN 
BENCANA NASIONAL 

BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH       

        

          

MEWUJUDKAN 
LINGKUNGAN HIDUP YANG 
BERSIH 

INDEKS LINGKUNGAN HIDUP 
MENINGKATKAN 
KUALITAS LINGKUNGAN 
HIDUP DIKAWASAN 
PERUMAHAN ,  
PERMUKIMAN, GARIS 
PANTAI DAN SUNGAI 

INDEKS LINGKUNGAN 
HIDUP 

PERHITUNGAN SESUAI SURVEY 
DAN EVALUASI DARI 
KEMENTERIAN LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

      

      

        

 

VISI VI : MEWUJUDKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD YANG TANGGUNG  
 

TUJUAN  INDIKATOR TUJUAN  SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 
SASARAN 

STRATEGIS 
KETERANGAN  PENANGGUNG JAWAB 

TERWUJUDNYA  
PERTUMBUHAN EKONOMI 
KABUPATEN TALAUD 
MELALUI PENGEMBANGAN 
KAWASAN EKONOMI 
KHUSUS 

PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKATNYA 
PRODUKTIVITAS 
SEKTOR STRATEGIS  

KONTRIBUSI SEKTOR 
PERIKANAN 
TERHADAP PDRB 

NILAI SEKTOR PERIKANAN  
DIBAHAGI NILAI SEKTOR 
EKONOMI KALI SERATUS 
PERSEN  

DINAS PERIKANAN  

    

    KONTRIBUSI SEKTOR 
PERTANIAN  
TERHADAP PDRB 

NILAI SEKTOR PERTANIAN  
DIBAHAGI NILAI SEKTOR 
EKONOMI KALI SERATUS 
PERSEN  
 
 
 
 
 

DINAS KETAHANAN PANGAN  

      

          

          



      KONTRIBUSI SEKTOR 
PERDAGANGAN   
TERHADAP PDRB 

NILAI SEKTOR PERDAGANGAN   
DIBAHAGI NILAI SEKTOR 
EKONOMI KALI SERATUS 
PERSEN  

DINAS PERIDAG 

        

        

      KONTRIBUSI SEKTOR 
PARIWISATA   
TERHADAP PDRB 

NILAI SEKTOR PARIWISATA   
DIBAHAGI NILAI SEKTOR 
EKONOMI KALI SERATUS 
PERSEN  

DINAS PARIWISATA DAN 
KEBUDAYAAN        

        

          

    MENINGKATKAN  
PERTUMBUHAN 
INVESTASI  DI KAB. 
KEPL. TALAUD 

PERTUMBUHAN NILAI 
INVESTASI  

NILAI INVESTASI (RP) TAHUN (N) 
DI KURANGI NILAI INVESTASI 
TAHUN (N-1) DI BAGI NILAI 
INVESTASI TAHUN (N-1) DI KALI 
SERATUS PERSEN 

DPMPTSP 

      

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAF HIERARKI BUPATI KEPULAUAN TALAUD 

 

 

 

ELLY ENGELBERT LASUT 

Wakil Bupati   

Sekretaris Daerah  

Asisten Administrasi 
Umum 

 

Kepala Bagian Hukum  



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD 
NOMOR 35 TAHUN 2021 
TANGGAL 30 AGUSTUS  2021 
TENTANG 
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
TAHUN 2021 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
 

SEKRETARIAT DAERAH 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1 MENINGKATKAN KUALITAS 
AKUNTABILITAS KINERJA 
DAN KEUANGAN DAERAH 

NILAI SAKIP 
 

TERWUJUDNYA 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH  
YANG BERSIH DAN 
BERKUALITAS  

 

NILAI LPPD 

 

PERHITUNGAN SESUAI DENGAN 
HASIL EVALUASI KEMENTERIAN 
DALAM NEGERI 

BAGIAN PEMERINTAHAN  
 
BAGIAN ORGANISASI 

NILAI LPPD PRESENTASE OPD YANG 
MENGUMPULKAN 
LAPORAN KINERJA 
TEPAT WAKTU DAN 
SESUAI KETENTUAN 

 

JUMLAH OPD YANG 
MENGUMPULKAN LAPORAN 
KINERJA TEPAT WAKTU DAN 
SESUAI KETENTUAN DIBAGI 
JUMLAH TOTAL OPD DIKALI 
SERATUS 

BAGIAN ORGANISASI 

OPINI BPK PERSENTASE PD 
DENGAN NILAI SKM 
KATEGORI BAIK 

JUMLAH PD DENGAN NILAI SKM 
KATEGORI BAIK DI BAGI JUMLAH 
TOTAL PD DIKALI SERATUS 

 
BAGIAN ORGANISASI 

 

MENINGKATNYA PERAN 
KOORDINASI DAN MONEV 
DALAM MERUMUSKAN 
KEBiJAKAN DAERAH 

PRESENTASE 
TERLAKSANANYA 
KEGIATAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 
DAN KEAGAMAAN 

JUMLAH KEGIATAN PELAYANAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN 
KEAGAMAAN YANG DILAKSANAKAN 
DIBAGI JUMLAH KEGIATAN 
PELAYANAN KESEJAHTERAAN 
SOSIAL DAN KEAGAMAAN YANG 
DISETUJUI DIKALI SERATUS 

BAGIAN KESRA 

PRESENTASE 
RANCANGAN PRODUK 
HUKUM YANG MENJADI 
PRODUK HUKUM 
DAERAH 

JUMLAH PERDA YANG 
DIUNDANGKAN DIBAGI JUMLAH 
RANCANGAN PERDA DIKALI 
SERATUS 
 
JUMLAH PERBUP YANG 
DIUNDANGKAN DIBAGI JUMLAH 
RANCANGAN PERBUP DIKALI 
SERATUS 
 

BAGIAN HUKUM 



JUMLAH KEPUTUSAN BUPATI YANG 
DITETAPKAN DIBAGI JUMLAH 
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI 
DIKALI SERATUS 

PERSENTASE HASIL 
MONEV YANG 
DITINDAKLANJUTI 

MONEV YANG DILAKSANAKAN 
DIBAGI MONEV YANG DI 
TINDAKLANJUTI DIKALI SERATUS 

BAGIAN PEREKONOMIAN 

INDEKS KEPUASAN 
TERHADAP PELAYANAN 
PENGADAAN BARANG 
DAN JASA 

SURVEY KEPUASAN  MASYARAKAT 
TERHADAP PELAYANAN 
PENGADAAN BARANG DAN JASA 

BAGIAN PENGADAAN 
BARANG DAN JASA 

 
 
 

SEKRETARIAT DEWAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1 MENINGKATKAN KEPUASAN  
ATAS PELAYANAN 
PENYERAPAN ASPIRASI 
MASYARAKAT OLEH DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KAB. KEPULAUAN 
TALAUD 

SKOR SURVEY 
KEPUASAN ANGGOTA 
DPRD  

MENINGKATKAN KEPUASAN 
ANGGOTA DPRD TERHADAP 
KINERJA PELAYANAN 
KESEKRETARIATAN DPRD 

 

SKOR SURVEY 
KEPUASAN ANGGOTA 
DPRD  

PERHITUNGAN SESUAI 
HASIL SURVEY DAN 
PENILAIAN SEKRETARIAT 
DPRD KAB. KEPL. TALAUD 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
KESEKRETARIATAN 
 
BAGIAN KAJIAN DAN 
LEGISLASI 
 
BAGIAN DUKUNGAN 
BIDANG 
PENGAWASAN DAN 
PENGANGGARAN 

 
  



 
INSPEKTORAT  
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

 MENINGKATKAN KUALITAS 

AKUNTABILITAS KINERJA 

DAN KEUANGAN DAERAH 

NILAI SAKIP 

 

NILAI LPPD 

 

OPINI BPK 

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS 

PENGAWASAN KINERJA DAN 

KEUANGAN 

PERSENTASE OPD 
DENGAN NILAI SAKIP B 
SAMPAI AA (6O-TOO) 

JUMLAH OPD DGN NILAI SAKIP B - 
AA 

X 100% 
JUMLAH OPD 

INSPEKTORAT 

LEVEL MATURITAS SPIP PENILAIAN DARI BPKP INSPEKTORAT 

LEVEL KAPABILITAS APIP PENILAIAN DARI BPKP INSPEKTORAT 

JUMLAH TEMUAN BPK PENILAIAN DARI HASIL 
PEMERIKASAAN BPK RI 

INSPEKTORAT 

PERSENTASE TINDAK 
LANJUT TEMUAN 

NILAI RATA-RATA DARI 

PERSENTASE TINDAK LANJUT 

TEMUAN BPK, PERSENTASE 

TINDAK LANJUT TEMUAN APIP DAN 

PERSENTASE TINDAK LANJUT 

TEMUAN APIP KABUPATEN 

INSPEKTORAT 

 
 
 

BADAN PERENCANAAN PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
AKUNTABILITAS 
KINERJA DAN 
KEUANGAN DAERAH  

NILAI SAKIP MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH  

PERSENTASE PERANGKAT 
DAERAH YANG MENCAPAI 
TARGET KINERJANYA 
DENGAN BAIK 

∑ PD YANG  
MENCAPAI TARGET  
KINERJANYA DENGAN BAIK 
  X 100% 
∑  TOTAL PD 

BIDANG P2EPDA 
 

PERSENTASE NILAI  SAKIP 
PERANGKAT DAERAH   

∑ PD YG NILAI SAKIP  
KATEGORI BAIK 
 X 100% 
∑ TOTAL PD  

BIDANG P2M 
BIDANG PEREKONOMIAN, 
SDA,INFRASTRUKTUR DAN 
KEWILAYAHAN 

MENINGKATKAN 
KUALITAS HASIL 

PERSENTASE HASIL 
PENELITIAN YANG 

∑ HASIL PENERLITIAN YG DIREKOMENDASIKAN 
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

BIDANG LITBANG 



KELITBANGAN DAN 
INOVASI UNTUK 
PENGEMBANGAN 
DAERAH  

DIREKOMENDASIKAN 
DALAM PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN  

  X 100% 
∑ TOTAL PENERLITIAN 

PERSENTASE PERANGKAT 
DAERAH YANG DIFASILITASI 
DALAM PENERAPAN 
INOVASI DAERAH  

∑ PD YG DIFASILITASI DALAM PENERAPAN INOVASI 
DAERAH 
 X 100% 
∑ TOTAL PD 

BIDANG LITBANG 

PERSENTASE KEBIJAKAN 
INOVASI YANG DITERAPKAN 
DI DAERAH 
 

∑ KEBIJAKAN INOVASI YG  
DITERAPKAN DI DAERAH 
 X100% 
∑ TOTAL INOVASI  
 

BIDANG LITBANG 

 
 
 

 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 
NO TUJUAN INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. TERCIPTANYA ASN 
KABUPATEN TALAUD 
YANG PROFESIONAL  

INDEKS 
PROFESIONAL ASN 
 

TERCIPTANYA MERIT 
SISTEM DALAM 
MANAJEMEN ASN 

PRSENTASE ASN KABUPATEN 
KEPULAUAN TALAUD YANG 
MEMILIKI KEMPETENSI 
SESUAI DENGAN STANDAR 

∑ ASN KABUAPTEN KEPL. TALAUD YG MEMILIKI 
KOMPETENSI SESUAI DENGAN STANDAR 

X 100% 
∑ TOTAL ASN 

BIDANG PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI APARATUR 

PERSENTASE PENGISIAN 
JABATAN YANG MEMNUHI 
STANDAR KOMPETENSI 
JABATAN ASN 

∑ PENGISIAN JABATAN YG MEMNUHI STANDAR 
KOMPETENSI JABATAN ASN 

X 100% 
∑ TOTAL JABATAN 

BIDANG MUTASI DAN 
PROMOSI 
 
BIDANG PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI APARATUR 

PERSENTASE KUALITAS 
LAYANAN BIDANG  
KEPEGAWAIAN 

∑ PELAYANAN KEPEGAWAIAN KATEGORI BAIK 
X 100% 

∑ TOTAL PELAYANAN KEPEGAWAIAN 

BIDANG MUTASI DAN 
PROMOSI 
 
BIDANG PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI APARATUR 
 
BIDANG PENGADAAN, 
PEMBERHENTIAN, 
INFORMASI DAN FASILITASI 
ASN 
 



 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. TERWUJDUNYA 
KEMANDIRIAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH MELALUI 
PENINGKATAN PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 

RASIO PAD TERHADAP 
TOTAL APBD 
 

MENINGKATKAN PENDAPATAN 
ASLI DAERAH  
 

PERSENTASE 
PENINGKATAN 
PENDAPATAN PBB & 
BPHTB 
 

PBB: LUAS OPxNJOP-
NJOPTKPxTARIF 
 
BPHTB : 
NPOP/NJOP-NPOP/NJOPTKPxTARIF 

BIDANG PENGELOLA PAJAK 

PERSENTASE 
PENINGKATAN 
RETRIBUSI DAERAH 
 
 

REALISASI DIBAGI TERGET DIKALI 
SERATUS 

BIDANG RETRIBUSI 

 
 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATKAN KUALITAS 

AKUNTABILITAS KINERJA DAN 

KEUANGAN DAERAH 

OPINI BPK 

 

TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH YANG EFEKTIF, 

EFISIEN DAN AKUNTABEL  

 

RASIO PAD TERHADAP 

APBD 

 

REALISASI PAD 
X 100 

REALISASI APBD 

BIDANG ANGGARAN 

PERSENTASE 

PENINGKATAN RATA-

RATA PAD  

PAD t- (PAD t-1) 
 

PAD t-1 

BIDANG ANGGARAN 

RASIO BELANJA 

LANGSUNG TERHADAP 

BELANJA MODAL 

REALISASI BELANJA MODAL 
X 100 

REALISASI BELANJA LANGSUNG 

BIDANG ANGGRAN 

PERSENTASE PD 

DENGAN LAPORAN 

KEUANGAN KATEGORI 

BAIK 

∑ PD DGN LAPORAN KEUANGAN 
KATEGORI BAIK 

X 100% 
∑ TOTAL PD 

BIDANG AKUNTANSI 

TERCAPAINYA OPTIMALISASI 

PENGELOLAAN BMD 

PERSENTASE JUMLAH 

PD YG TELAH 

MENGELOLA BMD 

DENGAN BAIK 

 

∑ PD YG TELAH MENGELOLA BMD 
DGN BAIK 

X 100% 
∑ TOTAL PD 

BIDANG ASET 

 



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATNYA DERAJAT 
PENDIDIKAN 

INDEKS PENDIDIKAN 
 

TERBUKANYA AKSES 
MASYARAKAT TERHADAP 
LAYANAN PENDIDIKAN 

RASIO SEKOLAH PER 
JUMLAH MURID 
 

∑ SEKOLAH (SD/MI + SMP/MTS) 
X 10.000 

∑ MURID (SD/MI + SMP/MTS) 

BIDANG PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DASAR 

RASIO GURU PER 
JUMLAH SISWA 
 

∑ GURU (SD/MI + SMP/MTS) 
X 10.000 

∑ MURID (SD/MI + SMP/MTS) 

BIDANG PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DASAR 

RASIO RUANG KELAS PER 
JUMLAH MURID 

∑ RUANG KELAS (SD/MI + 
SMP/MTS) 

X 10.000 
∑ MURID (SD/MI + SMP/MTS) 

BIDANG PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DASAR 

MENINGKATKAN KUALITAS 
MANAJEMEN PENDIDIKAN 
  

PERSENTASE  SEKOLAH  
DASAR DENGAN 
PENGELOLAAN 
MANAJEMEN SEKOLAH 
NYA BAIK DAN SESUAI 
STANDAR NASIONAL 

∑ SEKOLAH DASAR DGN 
PENGELOLAAN MANAJEMEN 
SEKOLAHNYA BAIK 

X 100% 
∑ TOTAL SEKOLAH DASAR 

BIDANG PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DASAR 

PERSENTASE SEKOLAH 
MENENGAH DENGAN 
PENGELOLAAN 
MANAJEMEN SEKOLAHNA 
BAIK DAN SESUAI 
STANDAR NASIONAL 

∑ SEKOLAH MENENGAH DGN 
PENGELOLAAN MANAJEMEN 
SEKOLAHNYA BAIK 

X 100% 
∑ TOTAL SEKOLAH MENENGAH 

BIDANG PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DASAR 

TERCIPTANYA GENERASI 
MUDA TALAUD YANG 
BERPRESTASI  

JUMLAH PRESTASI SISWA 
DI BIDANG IPTEK 
 

JUMLAH PRESTASI SISWA DI 
BIDANG IPTEK 

BIDANG PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DASAR 

JUMLAH PRESTASI SISWA 
BIDANG SOSIAL BUDAYA   

JUMLAH PRESTASI SISWA BIDANG 
SOSIAL BUDAYA   

BIDANG PEMBINAAN 
PENDIDIKAN DASAR 

JUMLAH PRESTASI SISWA 
DIBIDANG OLAHRAGA 

JUMLAH PRESTASI SISWA 
DIBIDANG OLAHRAGA 

BIDANG PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

TERCIPTANYA PEMUDA YANG 
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-
NILAI NASIONALISME DAN 
KEPAHLAWANAN DAN JIWA 
KESETIAKAWANAN SOSIAL 
MASYARAKAT 

 
 

 
 
 
 
 

 

INDEKS KEPEMUDAAN 
 
 

PERHITUNGAN SESUAI HASIL 
SURVEY DAN PENILAIAN 
BAPPENAS RI 

BIDANG PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 



DINAS KOPERASI, UKM DAN KETENAGAKERJAAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATKAN  

PERTUMBUHAN INVESTASI   

PERSENTASE 

PERTUMBUHAN NILAI 

INVESTASI  

MENINGKATNYA USAHA 

EKONOMI PRODUKTIF   

PERSENTASE 

PERTUMBUHAN KOPERASI 

AKTIF 

∑ PERTUMBUHAN KOPERASI 
AKTIF 

X 100% 
∑ TOTAL KOPERASI 

BIDANG 

KELEMBAGAAN DAN 

PENGAWASAN 

PERSENTASE KOPERASI 

SEHAT 

∑ KOPERASI SEHAT 
X 100% 

∑ TOTAL KOPERASI 

BIDANG 

KELEMBAGAAN DAN 

PENGAWASAN 

TERWUJUDNYA UMKM YANG 

BERDAYA SAING 

PERSENTASE PRODUK 

UMKM YANG 

BERKUALITAS 

∑ PRODUK UMKM BERKUALITAS 
X 100% 

∑ PRODUK UMKM 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

PENGEMBANGAN 

KOPERASI DAN UKM 

PERSENTASE USAHA 

MIKRO DAN KECIL 

∑ USAHA MIKRO DAN KECIL 
X 100% 

∑ SELURUH UKM 

BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

PENGEMBANGAN 

KOPERASI DAN UKM 

2. MENURUNNYA ANGKA 

PENGANGGURAN 

PRESENTASE 

PENURUNAN ANGKA 

PENGANGGURAN 

TERBUKA 

MENINGKATNYA 

KETERSEDIAAN  LAPANGAN 

KERJA DENGAN MEMBUKA 

KESEMPATAN KERJA BAGI 

TENAGA KERJA LOKAL 

PERSENTASE 

PENINGKATAN JUMLAH 

LAPANGAN KERJA YANG 

TERSEDIA 

∑ ANGKA PENGANGGURAN 
TAHUN (N) DIKURANGI ANGKA 
PENGANGGURAN (N-1) 

X 100% 
∑ ANGKA PENGANGGURAN 
TAHUN (N-1) 

BIDANG TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI 

JUMLAH  TENAGA KERJA 

LOKAL YANG TERSERAP 

DALAM PASAR KERJA 

JUMLAH  TENAGA KERJA LOKAL 

YANG TERSERAP DALAM PASAR 

KERJA 

BIDANG TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI 

PERSENTASE 

PENINGKATAN JUMLAH 

PERUSAHAAN YANG 

BERPARTISIPASI DALAM 

BURSA KERJA 

∑ PENINGKATAN PERUSAHAAN YG 
BERPARTISIPASI DLM BURSA 
KERJA 

X 100% 
∑ TOTAL PERUSAHAAN 

BIDANG TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI 



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATKAN 

PRODUKTIVITAS SEKTOR 

STRATEGIS 

KONTRIBUSI SEKTOR 

PARIWISATA 

TERHADAP PDRB 

MENINGKATKAN KUALITAS 

DAN KUANTITAS DESTINASI 

WISATA 

 

JUMLAH DESTINASI 

WISATA YANG DIKELOLA 

SECARA PROFESIONAL 

JUMLAH DESTINASI WISATA YANG 

DIKELOLA SECARA PROFESIONAL 

BIDANG PARIWISATA 

JUMLAH DESA DAN 

KELURAHAN YANG 

DITETAPKAN SEBAGAI 

DESA WISATA 

JUMLAH DESA DAN KELURAHAN 

YANG DITETAPKAN SEBAGAI DESA 

WISATA 

BIDANG PARIWISATA 

MENINGKATKAN KUALITAS 

PROMOSI DAN PEMASARAN  

PARIWSATA  

JUMLAH PENINGKATAN  

POSITIF TERHADAP 

KONTEN LAYANAN MEDIA 

PROMOSI DAN 

PEMASARAN PARIWISATA 

JUMLAH PENINGKATAN  

POSITIF TERHADAP KONTEN 

LAYANAN MEDIA PROMOSI DAN 

PEMASARAN PARIWISATA 

BIDANG PARIWISATA 

JUMLAH PENINGKATAN 

JUMLAH VIEWER DALAM 

KONTEN LAYANAN 

PROMOSI DAN 

PEMASARAN POTENSI 

PARIWISATA 

JUMLAH PENINGKATAN JUMLAH 

VIEWER DALAM KONTEN LAYANAN 

PROMOSI DAN PEMASARAN 

POTENSI PARIWISATA 

BIDANG PARIWISATA 

JUMLAH RESPON POSITIF 

TERHADAP KONTEN 

LAYANAN MEDIA 

PROMOSI DAN 

PEMASARAN PARWISATA 

JUMLAH RESPON POSITIF 

TERHADAP KONTEN LAYANAN 

MEDIA PROMOSI DAN PEMASARAN 

PARWISATA 

BIDANG PARIWISATA 

MENINGKATKAN KUANTITAS 

DAN KUALITAS INDUSTRI 

PARIWISATA 

JUMLAH INDUSTRI 

PARIWISATA YANG 

DIKELOLA SECARA 

PROFESIONAL 

 

 

JUMLAH INDUSTRI PARIWISATA 

YANG DIKELOLA SECARA 

PROFESIONAL 

BIDANG EKONOMI KREATIF 



2. TERWUJUDNYA  KABUPATEN 

TALAUD YANG MENJUNJUNG 

TINGGI NILAI-NILAI BUDAYA 

DALAM SEMANGAT SANSIOTE 

SAMPATE PATEE 

KEBERSAMAAN SEBAGAI 

SATU KESATUAN  

    INDEKS 

PEMBANGUNAN 

KEBUDAYAAN 

 

MENINGKATKAN 

PENGEMBANGAN RAGAM 

BUDAYA 

 

JUMLAH RAGAM BUDAYA 

YANG DIKEMBANGKAN 

JUMLAH RAGAM BUDAYA YANG 

DIKEMBANGKAN 

BIDANG KEBUDAYAAN 

 

DINAS PERIKANAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATNYA 

PRODUKTIVITAS SEKTOR 

STRATEGIS 

KONTRIBUSI SEKTOR 

PERIKANAN TERHADAP 

PDRB 

 

 

 

 

MENINGKATKAN PRODUKSI 

HASIL PERIKANAN TANGKAP 

DAN PERIKANAN BUDIDAYA 

 

PERSENTASE 

PENINGKATAN PRODUKSI 

PERIKANAN BUDIDAYA 

∑ PRODUKSI KELOMPOK 
NELAYAN TANGKAP TAHUN (N) – 
JUMLAH PRODUKSI KELOMPOK 
NELAYAN TANGKAP TAHUN (N-1)  

X 100% 
∑ PRODUKSI NELAYAN TANGKAP 
TAHUN (N-1) 

BIDANG PENGELOLAAN 

PEMBUDIDAYAAN IKAN  

PERSENTASE 

PENINGKATAN HASIL 

TANGKAPAN KELOMPOK 

NELAYAN TANGKAP 

∑ PRODUKSI KELOMPOK 
NELAYAN BUDIDAYA TAHUN (N) – 
JUMLAH PRODUKSI KELOMPOK 
NELAYAN BUDIDAYA TAHUN (N-1) 

X 100% 
∑ PRODUKSI KELOMPOK 
NELAYAN TAHUN (N-1) 

BIDANG PENANGKAPAN 

PENGELOLAAN TPI DAN IZIN 

USAHA PERIKANAN 

MENINGKATKAN NILAI 

TAMBAH HASIL PRODUKSI 

PERIKANAN 

PERSENTASE KELOMPOK 

NELAYAN  TANGKAP 

YANG MENGELOLA HASIL 

PERIKANANNYA MENJADI 

BARANG BERNILAI 

EKONOMI TINGGI 

∑ KELOMPOK NELAYAN YG 
MAMPU MENGELOLA HASIL 
TANGKAPANNYA MENJADI 
BARANG BERNILAI EKONOMI 
TINGGI 

X 100% 
∑ TOTAL KELOMPOK NELAYAN 
TANGKAP 

BIDANG PENANGKAPAN 

PENGELOLAAN TPI DAN IZIN 

USAHA PERIKANAN 

PERSENTASE NELAYAN 

BUDIDAYA YANG 

MENGELOLA HASIL 

PERIKANANNYA MENJADI 

BARANG BERNILAI 

EKONOMI TINGGI 

∑ NELAYAN BUDIDAYA YG MAMPU 
MENGELOLA HASIL 
PERIKANANNYA MENJADI 
BARANG BERNILAI EKONOMI 
TINGGI 

X 100% 
∑ TOTAL KELOMPOK NELAYAN 
BUDIDAYA 

BIDANG PEMBERDAYAAN 

NELAYAN DAN USSAHA 

PEMBUDIDAYAAN 



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATNYA 
PRODUKTIVITAS SEKTOR 

STRATEGIS 

KONTRIBUSI SEKTOR 
PERDAGANGAN 

TERHADAP PDRB 
 

MENINGKATKAN KEMUDAHAN 
AKSES MASYARAKAT 
TERHADAP BARANG 
KEBUTUHAN POKOK MELALUI 
PEMANFAATAN TOL LAUT 

PERSENTASE DESA 
DENGAN AKSES PASAR 
YANG LANCAR 

∑ DESA DGN AKSES PASAR YG 
LANCAR 

X 100% 
∑ TOTAL DESA 

BIDANG PERDAGANGAN 

PERSENTASE DESA YANG 
MEMILIKI DISTRIBUTOR 
BAHAN KEBUTUHAN 
POKOK MASYARAKAT 

∑ DESA YG MEMILIKI 
DISTRIBUTOR BAPOK 
MASYARAKAT 

X 100% 
∑ TOTAL DESA 

 
BIDANG PERDAGANGAN 

MENINGKATKAN  KUALITAS 
PERLINDUNGAN KONSUMEN 

PERSENTASE BARANG 
YG BEREDAR DI 
MASYARAKAT YANG 
MEMENUHI STANDAR 
KEAMANAN DAN 
KESEHATAN 

∑ BARANG YANG BEREDAR DI 
MASYARAKAT YG MEMENUHI 
STANDAR KEAMANAN DAN 
KESEHATAN 

X 100% 
∑ TOTAL BARANG YG BEREDAR 

BIDANG PERDAGANGAN 

PERSENTASE DESA YANG 
PELAKU INDUSTRI DAN 
PERDAGANGAN BEBAS 
DARI TINDAKAN 
PENIMBUNAN BAPOK 

∑ DESA YG PELAKU INDUSTRI DAN 
PERDAGANGAN BEBAS DARI 
TINDAKAN PENIMBUNAN BAPOK 

X 100% 
∑ TOTAL DESA 

BIDANG PERDAGANGAN 

1. MENINGKATKAN INDUSTRI 
KECIL MENENGANH 

PRESENTASE UKM 
YANG MENINGKAT 
PENDAPATANNYA 

MENINGKATNYA PENDAPATAN 
UKM 

PRESENTASE PELAKU 
INDUSTRI MIKRO DAN 
KECIL YANG MENINGKAT 
NILAI JUALNYA 

∑ PELAKU INDUSTRI MIKRO DAN 
KECIL YG MENINGKAT NILAI 
JUALNYA 

X 100% 
∑ TOTAL PELAKU INDUSTRI MIKRO 
DAN KECIL 

BIDANG PERINDUSTRIAN 

 
 
 

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATNYA 

PRODUKTIVIAS SEKTOR 

STRATEGIS 

KONTRIBUSI SEKTOR 

PERTANIAN TERHADAP 

PRDB 

 

MENINGKATKAN PRODUKSI 

DAN PRODUKTIVITAS 

PERTANIAN DAN PETERNAKAN 

PERSENTASE 

PENINGKATAN PRODUKSI  

PERTANIAN 

∑ PRODUKSI PERTANIAN 
UNGGULAN 

X 100% 
∑ PRODUKSI PERTANIAN 

BIDANG TANAMAN PANGAN 

DAN HOLTIKULTURADAN 

BIDANG SARANA 

PRASARANA DAN 

PENYULUHAN 

 

 



PERSENTASE 

PENINGKATAN PRODUKSI 

PETERNAKAN 

 

∑ PRODUKSI PETERNAKAN  
UNGGULAN 

X 100% 
∑ PRODUKSI PETERNAKAN 

BIDANG PETERNAKAN DAN 

KEEHATAN HEWAN 

MENINGKATNYA NILAI JUAL 

HASIL PRODUK PERTANIAN 

DAN  PETERNAKAN 

PERSENTASE PRODUK 

PERTANIAN DENGAN 

HARGA JUAL YANG 

BERSAING 

∑ PRODUK PERTANIAN YG DIJUAL 
DENGAN HARGA TINGGI 

X 100% 
∑ PRODUKSI PERTANIAN YG 
DIJUAL DENGAN HARGA 
STANDART 

BIDANG KONSUMSI DAN 

KEAMANAN PANGAN 

PERSENTASE PRODUK 

PERTANIAN YANG 

DIKONVERSI MENJADI 

BARANG BERNILAI JUAL 

TINGGI 

∑ PRODUK PERTANIAN YG 
DIKONVENSI MENJADI BARANG 
BERNILAI JUAL TINGGI 

X 100% 
∑ PRODUKSI PERTANIAN  

BIDANG KONSUMSI DAN 

KEAMANAN PANGAN, 

BIDANG SARANA PRASARAN 

DAN PENYULUHAN 

MENINGKATKAN 

KEMANDIRIAN PANGAN DI 

SELURUH WILAYAH DI 

KABUPATEN TALAUD 

PERSENTASE DESA 

YANG BEBAS DARI 

RAWAN PANGAN 

 

∑ DESA YG BEBAS DARI RAWAN 
PANGAN 

X 100% 
∑ DESA  

BIDANG KETERSEDIAAN 

DAN DISTRIBUSI PANGAN 

 
 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATKAN 

PERTUMBUHAN INVESTASI 

DIKABUPATEN KEPULAUAN 

TALAUD 

PERTUMBUHAN NILAI 

INVESTASI 

 

MENINGKATKAN KUALITAS 

PROMOSI DAN PEMASARAN 

POTENSI INVESTASI DI 

KABUAPATEN KEPULAUAN 

TALAUD 

PRESENTASE VIEWER 
YANG MEMBERIKAN 
RESPON POSITIF 
TERHADAP KONTEN 
LAYANAN PROMOSI DAN 
PEMASARAN MILIK 
PEMERINTAH 

JUMLAH VIEWER YG MEMBERIKAN 

RESPON POSITIF – JVRP 

JUMLAH KESELURUHAN VIEWER – 

JKV 

RUMUS :JVRP:JKV x 100 

BIDANG PERENCANAAN, 

PENGEMBANGAN IKLIM, 

PROMOSI DAN 

PENGENDALAIAN  

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL 

TERCIPTANYA IKLIM 

INVESTASI YANG KONDUSIF 

PERSENTASE 
PERTUMBUHAN IZIN 
YANG DITERBITKAN 
TEPAT WAKTU 

JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN 
TEPAT WAKTU TAHUN (N-1) - JUMLAH 
IJIN YANG DITERBITAN TEPAT WAKTU 
TAHUN (N) : JUMLAH IZIN x 100 % 

BIDANG 

PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN DAN 

BIDANG PENGADUAN, 



KEBIJAKAN DAN 

PELAPORAN LAYANAN 

2. TERCIPTANYA KEPUASAN 

MASYARAKAT ATAS 

PELAYANAN PUBLIK 

PEMERINTAH MELALUI 

IMPLEMENTASI SISTEM 

PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK 

INDEKS PELAYANAN 

PUBLIK 

TERCIPTANYA IKLIM 

INVESTASI YANG KONDUSIF 

PERSENTASE 
PENINGKATAN INDEKS 
KEPUASAN PELAYANAN 
KEPADA MASYARAKAT 
(IKM) 

INTERVAL PENENTU MUU PELAYANAN 
UNTUK MENETAPKAN KINERJA UNIT 
PELAYANAN TERSEBUT ADALAH : 
A. (SANGAT BAIK)  : 81,26-100,00 

B. (BAIK) : 62,51 – 81,25 

C. (KURANG BAIK)  : 43,76-62,50 

D. (TIDAK BAIK)  : 25,00-43,75

  

 

BIDANG 

PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN DAN 

BIDANG PENGADUAN, 

KEBIJAKAN DAN 

PELAPORAN LAYANAN 

 
 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. TERCIPTANYA 

INFRASTRUKTUR YANG 

MAMPU MEMBUKA 

KONEKTIVITAS ANTAR 

WILAYAH DAN MEMENUHI 

KEBUTUHAN PELAYANAN 

DASAR MASYARAKAT 

INDEKS 

KONEKTIVITAS 

TERCIPTANYA  

INFRASTRUKTUR PELAYANAN 

DASAR YANG BERKUALITAS 

 

INDEKS INFRASTRUKTUR 

BIDANG PEKERJAAN 

UMUM 

 

PERSENTASE RT YANG TERLAYANI 
AIT MINUM 
 
PERSENTASE RT YANG TERLAYANI 
SANITASI YANG LAYAK 
 
PERSENTASE INFRASTRUKTUR 
MITIGASI BENCANA BIDANG 
PEKERJAAN UMUM 

BIDANG CIPTA KARYA 

 

BIDANG SUMBER DAYA AIR 

INDEKS 

INFRASTRUKTUR 

TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS 

ANTAR WILAYAH YANG MANTAP 

INDEKS KONEKTIVITAS 
BIDANG PEKERJAAN 
UMUM 

JUMLAH JARINGAN JALAN DIBAGI 
JUMLAH PUSAT-PUSAT PELYANAN 

BIDANG BINA MARGA 

TERCIPTANYA PEMANFAATAN 

TATA RUANG YANG NYAMAN, 

AMAN DAN SEHAT 

PERSENTASEE 

KETAATAN TERHADAP 

RTRW 

 

 

REALISASI RTRW DIBAGI RENCANA 
PERUNTUKAN RTRW DIKALI 
SERATUS 

BIDANG TATA RUANG 

 

BIDANG SUMBER DAYA AIR 

 

BIDANG CIPTA KARYA 

 
 
 
 



DINAS SOSIAL 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENURUNKAN ANGKA 

KEMISKINAN 

PERSENTASE 

PENURUNAN ANGKA 

KEMISKINAN 

MENINGKATKAN 

KEMANDIRIAN EKONOMI PMKS  

PERSENTASE PMKS 

YANG MANDIRI SECARA 

EKONOMI 

JUMLAH PMKS YG MANDIRI 
SECARA EKONOMI 

X 100% 
JUMLAH TOTAL PMKS 

BIDANG DATA, 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL DAN 

PENANGANAN 

SOSIAL DAN FAKIR 

MISKIN 

PERSENTASE PMKS 

YANG MEMILIKI USAHA 

MANDIRI 

JUMLAH PENDUDUK YG MEMILIKI 
USAHA MANDIRI 

X 100% 
JUMLAH TOTAL PMKS 

BIDANG DATA, 

PEMBERDAYAAN 

SOSIAL DAN 

PENANGANAN 

SOSIAL DAN FAKIR 

MISKIN 

MENURUNKAN BEBAN PMKS PERSENTASE  PMKS 

YANG TERCOVER DALAM 

JAMINAN SOSIAL 

KESEHATAN 

JUMLAH PMKS YG TERCOVER DLM 
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

X 100% 
JUMLAH TOTAL PMKS 

BIDANG PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN SOSIAL 

PERSENTASE  PMKS 

YANG TERCOVER DALAM 

JAMINAN SOSIAL 

PENDIDIKAN 

JUMLAH PMKS YG TERCOVER DLM 
JAMINAN SOSIAL PENDIDIKAN 

X 100% 
JUMLAH TOTAL PMKS 

BIDANG PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN SOSIAL 

PERSENTASE PMKS 

YANG TERCOVER DALAM 

BANTUAN SEMBAKO 

JUMLAH PMKS YG TERCOVER DLM 
BANTUAN SEMBAKO 

X 100% 
JUMLAH TOTAL PMKS 

BIDANG PERLINDUNGAN 

DAN JAMINAN SOSIAL 

PERSENTASE KORBAN 

BENCANA ALAM DAN 

SOSIAL YANG 

TERTANGANI SELAMA 

MASA TANGGAP 

DARURAT 

JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM 
DAN SOSIAL YG TERTANGANI DALM 
MASA TANGGAP DARURAT 

X 100% 
JUMLAH TOTAL KORBAN BENCANA 
ALAM 

BIDANG REHABILITASI DAN 

PELAYANAN SOSIAL 



DINAS KESEHATAN 

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATNYA USIA 

HARAPAN HIDUP 

MASYARAKAT 

UHH 

 

MENINGKATNYA DERAJAD 

KESEHATAN MASYARAKAT 

ANGKA KEMATIAN NEO 

NATAL 

JUMLAH KASUS KEMATIAN 
SESUDAH MELAHIRKAN 

X 100% 
JUMLAH TOTAL KELAHIRAN 

BIDANG SUMBER DAYA 

KESEHATAN 

ANGKA KEMATIAN IBU 

MELAHIRKAN 

JUMLAH KASUS KEMATIAN IBU 
MELAHIRKAN 

X 100% 
JUMLAH TOTAL PERSALINAN 

BIDANG SUMBER DAYA 

KESEHATAN 

PREVALENSI BALITA 
STUNTING 

JUMLAH BALITA STUNTING 
X 100% 

JUMLAH BALITA 

BIDANG KESEHATAN 

MASYRAKAT 

PERSENTASE 
PENURUNAN ANGKA 
KESAKITAN AKIBAT 
PENYAKIT 

AM = JKPP/JP X 100 

KET.  

1. ANGKA MORBIDITAS 

2. JKPP :JUMLAH PENDUDUK 

YG MENGALAMI KELUHAN 

KESEHATAN DAN 

TERGANGGUNGYA 

AKTIVITAS 

3. JP : JUMLAH PENDUDUK 

BIDANG PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN PENYAKIT 

MENULAR 

TERCIPTANYA LINGKUNGAN 

PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN MASYARAKAT 

YANG BERSIH DAN SEHAT  

PERSENTASE 

KELUARGA 

BERSANITASI LENGKAP 

 

JUMLAH RT BERSANITASI LENGKAP 
X 100% 

JUMLAH TOTAL RT 

BIDANG KESEHATAN 

MASYARAKAT 

  
 
 
 
 
 
 



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. TERCIPTANYA KEPUASAN 

MASYARAKAT ATAS 

PELAYANAN PUBLIK 

PEMERINTAH MELALUI 

SISTEM PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK 

INDEKS PELAYANAN 

PUBLIK 

 

MENINGKATKAN KEPEMILIKAN 

DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

RATA-RATA CAKUPAN 

KEPEMILIKAN 

DOKUMEN 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

JUMLAH PENDUDUK YG 
MEMILIKI DOKUMEN CAPILDUK 

X 100% 
JUMLAH TOTAL PENDUDUK 

BIDANG PENDAFTARAN 

PENDUDUK DAN BIDANG 

PENCATATAN SIPIL 

PRESENTASE INSTANSI 

YANG MEMANFAATKAN 

DATA KEPENDUDUKAN 

DISDUKCAPIL 

JUMLAH INSTANSI YG 
MEMANFAATKAN DATA 
KEPENDUDUKAN DISDUKCAPI 

X 100% 
JUMLAH TOTAL INSTANSI 

BIDANG SISTEM INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

MENINGKATKAN KEPUASAN 

MASYARAKAT ATAS PELAYANAN 

CATATAN SIPIL DAN ADMINISTASI 

KEPENDUDUKAN 

INDEKS KEPUASAN 

MASYARAKAT 

IKM =  

TOTAL DARI NILAI PERSEPSI PER 

UNSUR   X NILAI PENIMBANG 

TOTAL UNSUR YG TERISI 

BIDANG PENDAFTARAN 

PENDUDUK DAN BIDANG 

PENCATATAN SIPIL 

 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA   
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATNYA 

KESETARAAN GENDER 

INDEKS 

PEMBANGUNAN 

GENDER 

MENINGKATKAN KUALITAS 

HIDUP PEREMPUAN  DAN 

ANAK  DI KABUPATEN 

KEPULAUAN TALAUD 

PRESENTASE PENURUNAN 
KASUS KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN 
DAN ANAK 

JUMLAH KASUS KEKERASAN 
TERHADAP PEREMPUAN DAN 
ANAK 

X 100% 
JUMLAH TOTAL KASUS 
KEKERASAN 

BIDANG PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

PRESENTASE KORBAN 
KEKERASAN PEREMPUAN 
YANG MEMILIKI USAHA 
YANG MANDIRI 

JUMLAH KORBAN KEKERASAN 
PEREMPUAN YG MEMILIKI 
USAHA MANDIRI 

X 100% 
JUMLAH KORBAN KEKERASAN 
PEREMPUAN 

BIDANG PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

2. MENURUNKAN ANGKA 

KEMISKINAN DI PEDESAAN 

PRESENTASE 

PENURUNAN ANGKA 

KEMISKINAN 

MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN PEMERINTAHAN DESA 

DALAM USAHA 

PRESENTASE DESA YANG 
BERHASIL DALAM PROGRAM 
PEMBERDAYAAN  
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN PEDESAAN 

JUMLAH DESA YG BERHASIL 
DALAM PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

X 100% 
JUMLAH DESA 

BIDANG PEMBANGUNAN 

DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 



PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN PEDESAAN 

 
 

BADAN KESATUAN KEBANGSAAN DAN POLITIK  
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATKAN KEAMANAN 

DAN KETERTIBAN 

MASYARAKAT 

PERSENTASE 

PENURUNAN 

GANGGUAN 

KEAMANAN DAN 

KETERIBAN 

MENINGKATKAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

TERHADAP GANGGUAN 

KEAMANAN DAN KENYAMANAN 

LINGKUNGAN 

% LINGKUNGAN 

PERUMAHAN DAN 

PEMUKIMAN YANG 

BEBAS DARI 

GANGGUNGAN 

KEAMANAN 

 

JUMLAH LINGKUNGAN 
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN YG 
BEBAS DARI GANGGUAN 
KEAMANAN 

X 100% 
JUMLAH LINGKUNGAN 
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 

 

MENINGKATKAN TOLERANSI 

DALAM KEHIDUPAN 

BERAGAMA 

INDEKS KUB 

 

PERHITUNGAN SESUAI STANDAR 
DAN SURVEY OLEH KEMENTERIAN 
AGAMA 

 

 

 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. TERCIPTANYA  KEPUASAN 

MASYARAKAT ATAS 

PELAYANAN PUBLIK 

PEMERINTAH MELALUI 

IMPLEMENTASI SISTEM 

PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK  

INDEKS SPBE 

 

 

INDEKS PELAYANAN 

PUBLIK 

 

TERWJUDNYA LAYANAN 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI  PEMERINTAH 

YANG BERKUALITAS 

 

INDEKS SPBE 

 

PERHITUNGAN SESUAI DENGAN 

HASIL EVALUASI KEMENTERIAN 

PAN & RB 

BIDANG 

PENYELENGGARAAN E 

GOVERNMENT 

TERCIPTANYA MASYARAKAT 

YANG RESPONSIF TERHADAP 

LAYANAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PEMERINTAH 

PERSENTASE KONTEN 

LAYANAN PEMERINTAHN 

YANG MENDAPATKAN 

RESPON POSITIF DARI 

MASYARAKAT 

JUMLAH KONTEN LAYANAN 

PEMERINTAHAN YANG 

MENDAPATKAN RESPON 

POSITIF DARI 

MASYARAKATDIBAGI JUMLAH 

KONTEN YANG DIBUAT KALI 

SERATUS 

BIDANG 

PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

 

 



MENINGKATKAN KUALITAS 

PELAYANAN PUBLIK 

PERANGKAT DAERAH YANG 

TERKAIT DENGAN PELAYANAN 

LANGSUNG KEPADA 

MASYARAKAT 

PERSENTASE PD YANG 

TERKAIT PELAYAAN 

PUBLIK ENGAN SARANA 

PRASARAN TIK DALAM 

KONDISI BAIK 

JUMLAH PD YANG TERKAIT 

PELAYANAN PUBLIK DENGAN 

SARANA PRASARANA TIK DALAM 

KONDISI BAIK DIBAGI TOTAL 

JUMLAH PD DIKALI SERATUS 

BIDANG PENGELENGGARA E 

GOVERNMENT 

 

PERSENTASE 

KECAMATAN YANG 

KUALITAS PELAYANAN 

PUBLIKNYA BAIK 

DENGAN SARANA 

PRASARANA TIK DALAM 

KONDISI BAIK 

JUMLAH KECAMATAN YANG 

KUALITAS PELAYANAN PUBLIKNYA 

BAIK DENGAN SARANA PRASARANA 

TIK DALAM KONDISI BAIK BIBAGI 

JUMLAH TOTAL KECAMATAN 

DIKALI SERATUS 

TERWUJUDNYA AKURASI DATA 

STATISTIK DAN INFORMASI 

KINERJA PELAYANAN YANG 

VALID DAN BERKUALITAS 

PERSENTASE DATA 

STATISTIK DAN 

INFORMASI PEMERINTAH 

DAERAH YANG DAPAT 

DIMANFAATKAN UNTUK 

PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 

JUMLAH DATA STATISTIK DAN 

INFORMASI PEMERINTAH DAERAH 

YANG DAPAT DIMANFAATKAN 

UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH DIBAGI TOTAL DATA 

STATISTIK DAN INFORMASI 

PEMERINTAH DAERAH DIKALI 

SERATUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG STATISTIK 

DAN PERRSANDIAN 



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT 

KABUPATEN TALAUD YANG 

GEMAR MEMBACA DAN 

MENGAKSES BERITA DAN 

INFORMASI 

PERSENTASE 

PERTUMBUHAN 

UPLOAD KOLEKSI 

BUKU DALAM 

WEBSIDE E-LIBRARY 

TERBUKANYA AKSES 

MASYARAKAT DESA  

TERHADAP LAYANAN 

PERPUSTAKAAN & ARSIP 

PERSENTASE DESA 

YANG MEMILIKI LAYANAN 

PERPUSTAKAAN MANDIRI 

JUMLAH DESA YG MEMILIKI 
LAYANAN PERPUSTAKAAN MANDIRI 

X 100% 
JUMLAH DESA 

BIDANG PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN DAN 

PEMBUDAYAAN 

KEGEMARAN MEMBACA 

PERSENTASE RESPON 

POSITIF 

PENGUNJUNG 

TERHADAPA LAYANAN 

PERPUSTAKAAN & E-

LIBRARY 

PERSENTASE DESA 

YANG PENGELOLAAN 

ARSIPNYA SUDAH BAIK 

 

JUMLAH DESA YG PENGELOLAAN 
ARSIPNYA SUDAH BAIK 

X 100% 
JUMLAH DESA 

BIDANG 

PENYELENGGARAAN 

KEARSIPAN 

MENINGKATKAN ANGKA 

KUNJUNGAN MASYARAKAT KE 

GEDUNG PERPUSTAKAAN DAN 

E-LIBRARY 

PERSENTASE 

PERTUMBUHAN JUMLAH 

PENGUNJUNG KE E-

LIBRARY 

JUMLAH PENGUNJUNG KE E 
LIBRARY (TAHUN N) - JUMLAH 
PENGUNJUNG KE E LIBRARY 
(TAHUN N-1) 

X 100% 

JUMLAH TOTAL PENGUNJUNG 
(TAHUN N) 

BIDANG PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN DAN 

PEMBUDAYAAN 

KEGEMARAN MEMBACA 

JUMLAH PEMUSTAKA 

JUMLAH PEMUSTAKA 

BIDANG PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN DAN 

PEMBUDAYAAN 

KEGEMARAN MEMBACA 

  



DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATKAN KUALITAS 

LINGKUNGAN HIDUP 

DIKAWASAN PERUMAHAN, 

PEMUKIMAN, GARIS PANTAI 

DAN SUNGAI 

INDEKS LINGKUNGAN 

HIDUP 

TERCIPTANYA LINGKUNGAN 

KABUPATEN YANG BEBAS 

DARI PENCEMARAN 

INDEKS PENCEMARAN  

AIR 

 

PERHITUNGAN SESUAI DENGAN 

HASIL EVALUASI KEMENTERIAN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN 

BIDANG PENGOLAHAN 

SAMPAH, LIMBAH,, 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN 

KEHUTANAN 

INDEKS PENCEMARAN 

UDARA 

 

PERHITUNGAN SESUAI DENGAN 

HASIL EVALUASI KEMENTERIAN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN 

BIDANG PENGOLAHAN 

SAMPAH, LIMBAH,, 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN 

KEHUTANAN 

MENINGKATNYA KEBERSIHAN 

LINGKUNGAN DIKAWASAN 

PERUMAHAN ,  PERTOKOAN 

DAN GARIS PANTAI 

PERSENTASE DESA 

YANG GARIS  GARIS 

PANTAINYA BEBAS DARI 

SAMPAH BERSERAKAN  

JUMLAH DESA YG GARIS 
PANTAINYA BEBAS DARI SAMPAH 

X 100% 

JUMLAH TOTAL DESA 

BIDANG PENGOLAHAN 

SAMPAH, LIMBAH,, 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN 

KEHUTANAN 

PERSENTASE DESA 

YANG LINGKUNGAN 

PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMANNYA BEBAS 

DARI SAMPAH 

BERSERAKAN 

JUMLAH DESA YG LINGKUNGAN 
PERUMAHAN PEMUKIMANNYA 
BEBAS DARI SAMPAH 
BERSERAKAN 

X 100% 

JUMLAH TOTAL DESA 

BIDANG PENGOLAHAN 

SAMPAH, LIMBAH,, 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN 

KEHUTANAN 

TERCIPTANYA PENGELOLAAN  

PERTAMANAN DAN 

PEMAKAMAN YANG 

PROFESIONAL 

 

 

 

 

PERSENTASE DESA 

YANG LAHAN 

PEMAKAMANNYA  SUDAH 

DIKELOLA SECARA 

PROFESIONAL 

JUMLAH DESA YG LAHAN 
PEMAKAMANNYA SDH DIKELOLA 
SECARA PROFESIONAL 

X 100% 

JUMLAH TOTAL DESA 

 

 

BIDANG PENATAAN DAN 

PENINGKATAN KAPASITAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSENTASE DESA 

YANG MEMILIKI TAMAN 

TEMATIK UNTUK 

MENDUKUNG 

PARIWISATA 

JUMLAH DESA YG MEMILIKI 
TAMAN TEMATIK UNTUK 
MENDUKUNG PARIWISATA 

X 100% 

JUMLAH TOTAL DESA 

BIDANG PENATAAN DAN 

PENINGKATAN KAPASITAS 

 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATKAN KUALITAS 

HIDUP KELUARGA DI 

KABUPATEN KEPULAUAN 

TALAUD 

PERSENTASE INDEKS 

PEMBANGUNAN 

KELUARGA 

 

MENINGKATNYA UPAYA 

PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA 

DI KABUPATEN KEPULAUAN 

TALAUD 

PERSENTASE TOTAL 

FERTILITY RATE (TFR) 

 

 

 
 
 

TFR = RATA-RATA 
JUMLAH ANAK YANG 
DILAHIRKAN SEORANG 
WANITA DALAM MASA 
REPRODUKSINYA 

BIDANG 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 

PENYULUHAN DAN 

PENGGERAKAN 

 PERSENTASE RASIO 

AKSEPTOR KB 

JUMLAH PESERTA KB AKTIF 
X 100% 

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR 

BIDANG KELUARGA 

BERENCANA 

PERSENTASE ANGKA 

KELAHIRAN EMAJA 

(PEREMPUAN USIA 15-19) 

PER 1.000 PEREMPUAN 

USIA 15-19 TAHUN ASFR 

15-19) 

JUMLAH KELAHIRAN DALAM 
KELOMPOK UMUR 

X 100% 

JUMLAH WANITA DALAM 
KELOMPOK UMUR 

BIDANG KELUARGA 

BERENCANA 



    PERSENTASE JUMLAH 

KELUARA PRA 

SEJAHTERA 

JUMLAH KELUARGA PRA 
SEJAHTERA 

X 100% 

JUMLAH KK 

BIDANG KETAHANAN 

DAN KELUARGA 

SEJAHTERA 

 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. TERWUJUDNYA PERUMAHAN 

DAN PERMUKIMAN 

MASYARAKAT YANG AMAN, 

NYAMAN SEHAT DAN 

TERJANGKAU 

PERSENTASE  

PENURUNAN LUASAN 

KAWASAN KUMUH 

 

TERBUKANYA AKSES 

MASYARAKAT TERHADAP 

RUMAH LAYAK HUNI 

 

RASIO RUMAH LAYAK 

HUNI PER 1000 

PENDUDUK 

 

JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI 
 

1000 PENDUDUK 

BIDANG PERUMAHAN DAN 

PERTAMANAN 

PERSENTASE 

PENINGKATAN 

MASYARAKAT 

BERPENGHASILAN 

RENDAH YANG MEMILIKI 

RUMAH LAYAK HUNI 

MENINGKATNYA KUALITAS 

LINGKUNGAN HIDUP 

DIKAWASAN PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN  

PERSENTASE 

LINGKUNGAN 

PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN YANG 

BEBAS DARI BENCANA 

BANJIR DAN TANAH 

LONGSOR 

JUMLAH LINGKUNGAN 
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN YG 
BEBAS DARI BENCANA BAJIR DAN 
TANAH LONGSOR 

X 100% 

JUMLAH TOTAL PERUMAHAN DAN 
PEMUKIMAN 

BIDANG KAWASAN 

PEMUKIMAN, PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS 

UMUM 

PERSENTASE RUMAH 

TANGGA BERSANITASI 

LENGKAP 

PERSENTASE 

LINGKUNGAN 

PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN YANG 

BERSTATUS 

LINGKUNGAN SEHAT 

JUMLAH LINGKUNGAN 
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN YG 
BERSTATUS LINGKUNGAN SEHAT 

X 100% 

JUMLAH TOTAL PERUMAHAN DAN 
PEMUKIMAN 

BIDANG KAWASAN 

PEMUKIMAN, PRASARANA, 

SARANA DAN UTILITAS 

UMUM 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATKAN KEAMANAN 

DAN KETERTIBAN 

MASYARAKAT 

PERSENTASE 

PENURUNAN GANGGUAN 

KEAMANAN DAN 

KETERTIBAN 

MENINGKATKAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

TERHADAP GANGGUAN 

KEAMANAN DAN 

KENYAMANAN LINGKUNGAN 

PROSENTASE 
LINGKUNGAN 
PERUMAHAN DAN 
PEMUKIMAN YANG 
BEBAS DARI GANGGUAN 
KEAMANAN 

JUMLAH LINGKUNGAN 
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN YG 
BEBAS DARI GANGGUAN 
KEAMANAN 

X 100% 

JUMLAH TOTAL PERUMAHAN DAN 
PEMUKIMAN 

BIDANG KETERTIBAN UMUM 

DAN KETENTRAMAN 

TERCIPTANNYA MASYARAKAT 

YANG TAAT DAN TERTIB 

TERHADAP PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG BERLAKU 

RASIO PENEGAKAN 
PERDA 

JUMLAH PENYELESAIAN 
PENEGAKAN PERDA  

 

JUMLAH PELANGGARAN PERDA 

BIDANG PENEGAKAN 

PERATURAN DAERAH 

TERCIPTANYA MANAJEMEN 

KEBAKARAN YANG CEPAT, 

TEPAT, TANGGAP, DAN 

PROFESIONAL 

PROSENTASE KEJADIAN 
KEBAKARAN YANG 
DITANGANI TEPAT 
WAKTU 

JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN 
YG DITANGANI TEPAT WAKTU 

X 100% 

JUMLAH TOTAL KEBAKARAN 

BIDANG KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

PERSENTASE KORBAN 
BENCANA KEBAKARAN 
YANG DITANGANI TEPAT 
WAKTU 

JUMLAH KORBAN BENCANA YG 
DITANGANI TEPAT WAKTU 

X 100% 

JUMLAH TOTAL KORBAN 
BENCANA KEBAKARAN 

BIDANG KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN 

 

  



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. MENINGKATKAN MITIGASI 

DAN PENGENDALIAN 

BENCANA SECARA TERPADU 

INDEKS RESIKO 

BENCANA 

TERCIPTANYA SISTEM 

MITIGASI DAN ADAPTASI 

BENCANA 

PERSENTASE DESA 

YANG TANGGUH 

BENCANA 

JUMLAH DESA YANG TANGGUH 
BENCANA DIBAGI JUMLAH TOTAL 
DESA DIKALI SERATUS 

 
BIDANG PENCEGAHAN DAN 
KESIAPSIAGAAN 

PERSENTASE DESA 

RAWAN BENCANA YANG 

SISTIM MITIGASI 

BENCANANYA 

BERFUNGSI DENGAN 

BAIK 

JUMLAH DESA RAWAN BENCANA 
YANG SISTEM MITIGASI 
BENCANANYA BERFUNGSI 
DENGAN BAIK DIBAGI JUMLAH 
TOTAL DESA DIKALI SERATUS 

 
BIDANG PENCEGAHAN DAN 
KESIAPSIAGAAN 

MENINGKATKAN KUALITAS 

PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH 

PERSENTASE KORBAN 

BENCANA ALAM YANG 

TERTANGANI TEPAT 

WAKTU 

JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM 
YANG TERTANGANI TEPAT WAKTU 
DIBAGI JUMLAH TOTAL KORBAN 
BENCANA ALAM DIKALI SERATUS 

 
BIDANG KEDARURATAN DAN 
LOGISTIK 

PERSENTASE  KORBAN 

BENCANA YANG DI 

EVAKUASI TEPAT WAKTU 

JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM 
YANG DIEVAKUASI TEPAT WAKTU 
DI BAGI TOTAL JUMLAH KORBAN 
BENCANA DIKALI SERATUS 

 
BIDANG KEDARURATAN DAN 
LOGISTIK 

 

  



DINAS PERHUBUNGAN 
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB 

1. TERCIPTANYA KONEKTIVITAS 

ANTAR WILAYAH DAN 

MEMENUHI KEBUTUHAN 

PELAYANAN DASAR 

MASYARAKAT 

 

RASIO PANJANG JALAN 

PER JUMLAH 

KENDARAAN 

 

MENINGKATNYA 

KONEKTIVITAS ANTAR 

WILAYAH KECAMATAN DAN 

ANTAR DESA 

PERSENTASE DESA 

YANG TERLAYANI 

ANGKUTAN UMUM 

JUMLAH DESA YANG TERLAYANI 
ANGKUTAN UMUM DIBAGI 
JUMLAH TOTAL DESA DIKALI 
SERATUS 

 

PERSENTASE PULAU 

YANG TERLAYANI 

SARANA ANGKUTAN 

LAUT 

JUMLAH PULAU YANG TERLAYANI 
SARANA ANGKUTAN LAUT DIBAGI 
JUMLAH TOTAL PULAU DIKALI 
SERATUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAF HIERARKI 
BUPATI KEPULAUAN TALAUD 

 

 

 
ELLY ENGELBERT LASUT 

Wakil Bupati   

Sekretaris Daerah  

Asisten Administrasi Umum  

Kepala Bagian Hukum  




